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TENTANG
TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (BPPTSP)

Menimbang

Mengingat

. a.

KABUPATEN SAROLANGUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan
memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk
memperoleh pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui peningkatan investasi memberikan perhatian yang
lebih besar pada pelaku usaha dengan memberikan pelayanan
perizinan dengan sistem satu pintu;

bahwa tugas dan fungsi Pengelolaan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) yang
memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk
pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem
satu pintu;

bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud
perlu memberikan tunjangan khusus kepada Pegawai Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Pasal 13 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan dengan Peraturan
Bupati Sarolangun;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang—-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3969);



Memperhatikan

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republiik
Indonesia Nomor 4578);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008

e

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun
(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 08);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 T
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di
Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 01 Tahun 2011
tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2011 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG TUNJANGAN

KHUSUS KEPADA PEGAWAI BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU (BPPTSP) KABUPATEN SAROLANGUN

BAB. |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

i
2,
3.

Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Sarolangun.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan
tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Instansi Pemerintah yang
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

BPPTSP adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sarolangun.

Pegawai Negeri Sipil adalah Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tunjangan Khusus adalah tunjangan selain gaji atau tunjangan khusus kepada
Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) sebagaimana
dimaksud Pasal 13 ayat ( 2 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB. I
TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 2

. Setiap Pegawai Penyelenggaraan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

(BPPTSP) diberikan Tunjangan Khusus.



2. Tunjangan Khusus diberikan berdasarkan Kapasitas Kerja (Beban Kerja) yang
melebihi beban kerja normal pada penyelenggaraan kegiatan di BPPTSP.

3. Besarnya Tunjangan Khusus kepada Pegawai BPPTSP adalah :

a. Kepala Badan Rp. 2.500.000,-/bulan.
b. Sekretaris Rp. 1.500.000,-/bulan.
c. Kepala Bidang Rp. 1.250.000,-/bulan.
d. Kepala Sub Bagian Rp. 1.000.000,-/bulan.
e. Staf Pegawai Negeri Sipil Rp. 500.000,-/bulan.

4. Tunjangan Khusus dibayar setiap bulan.

BAB. lll
PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember
2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal (6 Fcpviavy 2011

BUPATI S LANGUN,
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Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal |6 FebvVyavi 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,

M. B‘SYARI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2011 NOMOR ©3



